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M. HADYAKA WIRADEWA (B12112109) , Tinjauan Yuridis Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2005 Tentang 
Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar. Di bawah bimbingan 
Bapak Abdul Razak,.Selaku Pembimbing I, dan Bapak Anshori Ilyas Selaku 
Pembimbing II.  
 
Indonesia sebagai Negara hukum telah menetapkan Undang-Undang Dasar 
1945 sebagai supremasi hukum tertinggi yang dimana didalamnya dijabarkan 
prinsip-prinsip dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Penjabaran lebih lanjut 
mengenai hal ini adalah Peraturan Walikota Makassar No. 93 Tahun 2005 tentang 
Pengaturan Gudang Dalam Kota Makassar. Pelaksanaan perwali tersebut dijalankan 
beberapa bagian pelaksaan yaitu dinas perindustrian dan perdagangan kota 
Makassar, melakukan pembinaan, penataan dan pengawasan atas ketentuan izin 
usaha/kegiatan gudang atau ruang penyimpanan barang dalam kota Makassar. 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Makassar, melakukan penataan dan 
pengawasan atas pembangunan dan pemanfaatan bangunan dalam kota Makassar. 
Kantor Pelayanan Perizinan kota Makassar, melakukan pendataan, invertarisasi dan 
verifikasi atas izin usaha/kegiatan pergudangan/gudang yang berada dalam 
kawasan perkotaan kota Makassar yang selanjutnya dilaporkan kepada Satuan 
Polisi Pamong Praja kota Makassar dan Walikota Makassar 
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar No. 93 
Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan Gudang diantaranya faktor pendukung 
adalah peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sebagai bentuk 
penyelenggaraan penataan ruang sekaligus sebagai subjek hukum itu sendiri. 
Faktor penghambat adalah karena kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah 
sehingga fakta dilapangan terjadinya penyimpangan berupa kerja sama antara 
pelaksana aturan dengan para pelaku usaha yang terbuktinya dengan masih 
banyaknya izin usaha dan gudangnya tidak sebagaimana mestinya. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perkembangan 
cukup pesat di bidang perindustrian dan perdagangan, baik dari sektor 
pertanian, kerajinan tangan, makanan, pakaian, properti, hingga industri 
kendaraan bermotor. Hadirnya berbagai macam jenis indurstri di Indonesia 
baik itu berupa investasi dari industri asing ataupun lokal dapat membantu 
laju pertumbuhan ekonomi bangsa.  
Hubungan antara industri dan perdagangan saling berkaitan satu 
dengan yang lainnya. Bidang industri menciptakan atau mengolah bahan 
baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan 
barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi lalu kemudian 
barang itu diperjualbelikan pada sektor perdagangan. Unsur lain sebagai 
faktor pendukung berjalannya kegiatan perindustrian dan perdagangan ialah 
gudang, yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan barang jadi 
ataupun bahan baku. 
Konsekuensi semakin berkembangnya sebuah negara berdampak 
pada berbagai macam jenis permasalahan, salah satunya adalah 
permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah 
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berkembang dikarenakan dampak dari pembangunan dan penggunaan 
teknologi industri, seperti misalnya pencemaran lingkungan yang dikarenakan 
aktivitas industri dan semakin banyaknya penggunaan mesin bermotor 
sehingga menyebabkan bertambahnya tingkat polusi. Disisi lain, Salah satu 
persoalannya adalah pada persoalan tata ruang. Mengingat kesalahan tata 
ruang yang tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan akan menyebabkan 
berbagai persoalan seperti kekacauan sistem lalu lintas sampai masalah 
yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat.  
Pembangunan memang harus tetap dilaskanakan untuk mengatasi 
masalah-masalah lingkungan sebagai akibat kelatarbelakangan 
pembangunan dan kemiskinan penduduk, tetapi tidak merusak atau 
mencemarkan lingkungan, yang selanjutnya dikenal dengan kebijakan 
pembangunan berwawasan lingkungan (eco-development) atau kebijakan 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development).1  
Sejauh ini, kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
terus melakukan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. 
Berkembangnya kota Makassar didasari oleh visi dan misi pemerintah kota 
Makassar yaitu untuk menjadikan kota Makassar sebagai pusat 
perekonomian di Indonesia Timur dan menjadikan Kota Makassar sebagai 
                                                          
1 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional,Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2014, hlm.9 
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kota dunia. Semakin berkembangnya kota Makassar menimbulkan 
meningkatnya volume bisnis dan populasi penduduk, baik pendatang dari 
wilayah Sulawesi Selatan maupun pendatang dari berbagai kawasan di 
Indonesia yang menyebabkan bertambanhya kawasan pemukiman dan 
tempat usaha.  
Kawasan perkotaan yang dijadikan sebagai pusat berbagai kegiatan 
ekonomi, merupakan sasaran utama untuk dijadikan sebagai tempat usaha. 
Saat ini di beberapa ruas jalan dalam kota Makassar telah dipenuhi oleh 
berbagai macam jenis tempat usaha sehingga ruang-ruang kota yang 
tersedia semakin menyempit terutama untuk kawasan ruang terbuka hijau. 
Akan tetapi selain daripada pusat perekonomian, kawasan perkotaan juga 
merupakan pusat aktivitas pemerintahan, sosial dan budaya serta berbagai 
kepentingan di dalamnya, Sehingga penataan dan pemanfaatan ruang 
kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus oleh pemerintah 
kota Makassar. Persoalan-persoalan yang terjadi di kota Makassar seperti 
kemacetan lalu lintas, banjir, tingkat polusi sampai masalah yang 
menyangkut hubungan ekonomi dalam interaksi pasar dan masyarakat dapat 
disebabkan oleh pengelolaan tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah.  
Salah satu persoalan besar dalam bidang tata ruang dikota Makassar 
adalah pada persoalan letak pergudangan dalam kota. Sebagaimana 
4 
 
diketahui bahwa pergudangan merupakan hal yang berkaitan dengan proses 
distribusi barang dari produsen ke konsumen. 
Berdasarkan keterangan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota 
Makassar, mereka menyebutkan ada lebih dari 50 gudang di kota ini yang 
tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (Tdg) karena adanya peralihan fungsi 
dari Rumah Toko (Ruko) menjadi gudang. Sementara berdasarkan 
keterangan Taufik Rahman selaku Kepala Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Makassar, bahwa masih banyak pengusaha yang enggan 
menghentikan kegiatan pergudangan dalam kota, alasan para pelaku usaha 
ruko tersebut bukanlah suatu gudang melainkan hanya tempat penyimpanan 
barang. Meski sejak 2009, Pemerintah Kota mengarahkan mereka ke 
Kawasan Industri Makassar (Kima) di Kecamatan Tamalanrea dan 
Biringkanaya. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja yang berwenang untuk 
menindaklanjuti masalah pergudangan dalam kota Makassar, belum 
melaksanakan tugasnya untuk melakukan penutupan terhadap gudang-
gudang dalam kota yang melanggar. Beberapa pergudangan dalam kota 
Makassar terutama yang berada di jalan Veteran Utara dan Selatan yang 
seringkali menjadi biang kemacetan.2  
                                                          
2 Lihat koran online, DPRD Kota Makassar Minta Gudang Dalam Kota Ditutup, Diakses dari : 
http://www.antarasulsel.com/berita/62093/dprd-makassar-minta-gudang-dalam-kota-ditutup, 8 
Februari 2016 pukul 23.45 
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Pada tahun 2016 menyangkut masalah pergudangan dalam kota 
Makassar, belum juga terbebas dari aktivitas gudang dalam kota seperti yang 
sering dijumpai di ruko Toddopuli, Jalan Veteran, di kawasan Kecamatan 
Wajo dan wilayah lainnya. Masih maraknya gudang dalam kota juga menjadi 
penyumbang terbesar kemacetan di jalan, sebab truk bertonase besar yang 
mengangkut kebutuhan pemilik gudang bebas beraktivitas di jalan raya. 
Selain daripada itu, truk terebut diparkir begitu saja tanpa memperhatikan 
pengguna kendaraan lainnya. Ismail Tallu Rahim sebagai Kepala Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), membantah jika masih ada 
aktifitas gudang dalam kota, Karena Disperindag sudah tidak memberikan 
lagi izin usaha kepada pelaku usaha untuk membuka tempat penyimpanan 
barang di dalam kota dan kalau masih ditemukan ada aktifitas gudang dalam 
kota berarti hal teresbut dianggap ilegal dan perlu dilakukan penutupan.3 
Karena posisi tata letak gudang atau tempat penyimpanan barang 
perniagaan dalam kota Makassar yang tidak sesuai dengan arahan kawasan 
pergudangan serta sangat berpengaruh terhadap aktivitas industri dan 
berbagai kondisi sosial di Makassar, maka penulis mencoba untuk 
mengangkat sebuah penilitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap 
                                                          
3 Lihat Koran online, Pengusaha Gudang Membangkang 
http://beritakotamakassar.com/2016/01/07/pengusaha-gudang-membangkang/, diakses pada 8 
Februari, pukul 00.05 WITA 
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Pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar No.93 Tahun 2005 tentang 
Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan 
masalah yang akan dibahas adalah : 
1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar No.93 Tahun 
2005 tentang Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar ? 
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan 
Walikota Makassar No.93 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan 
Gudang Dalam Kota Makassar ?  
C. Tujuan Penelitian 
1. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan Peraturan Walikota 
Makassar No.93 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan Gudang 
Dalam Kota Makassar. 
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar No.93 
Tahun 2005 tentang Pengaturan Gudang Dalam Kota Makassar.   
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
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1. Sebagai referensi dalam diskursus mengenai pergudangan dan 
aktivitas industri khususnya di kota Makassar.  
2. Sebagai sebuah persembahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya disiplin ilmu Hukum Tata Ruang. 
3. Sebagai suatu persembahan bagi kemanusian dan kesejahteraan 






















A. Tinjauan Umum Tentang Penataan Ruang   
Membahas mengenai tata ruang terlebih dahulu perlu dirumuskan, 
beberapa pengertian dasar yang berkaitan dengan tata ruang serta meninjau 
tata ruang dari perspektif suatu bidang ilmu yang akan digunakan dalam 
membahas tata ruang, seperti dalam segi ilmu hukum yang dikenal dengan 
istilah Hukum Tata Ruang (HTR). Hal ini didasari karena banyaknya aspek 
yang terkandung didalamnya, diantaranya ; pembangunan, lingkungan, sosial 
dan politik, ekonomi hingga yang menyangkut kesejahteraan hidup 
masyarakat. Sebelum mengkaji HTR secara mendalam, penulis mencoba 
merangkaikan pengertian dasar Tata Ruang yakni ; Ruang , Tata Ruang dan 
Penataan Ruang,  Hukum Tata Ruang dan Pembangunan Nasional, 
Berangkat dari pembicaraan mengenai Tata Ruang (TR) dan 
Penataan Ruang (PR), “ruang” dapat dipahami sebagai wadah, konsep dan 
pengertian dengan penekanan tertentu. Ruang sebagai wadah, yang juga 
dekenal dengan ruitme (Belanda), space (Inggris), raum (Jerman) dan 
spatium (Latin) mula-mula diartikan sebagai bidang datar (planum-planologi) 
yang dalam perkembangannya kemudian mempunyai dimensi tiga dan 
berarti tempat tinggal (dwelling house) yang harus ditata sebaik-baiknya demi 
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kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelestarian umat manusia. Ruang sebagai 
pengertian (conceptio) terdiri dari unsur : bumi, air dan udara mempunyai tiga 
dimensi.4  Adapun pengertian ahli mengenai ruang diantaranya;  
1. Menurut Karmono Mangunsukarjo (1990) dalam M.Yunus Wahid 
(1992), ruang adalah kehidupan manusia beserta sumber-sumber 
daya alam yang terkandung didalamnya, meliputi bumi, air dan udara 
sebagai satu kesatuan.5  
2. D.A. Tisnaadmidjaja, yang dimaksud dengan ruang adalah wujud fisik 
wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan 
wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya 
dalam suatu kualitas kehidupan yang layak.6 
Sementara dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (UUPR), ditegaskan bahwa : 
“Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut dan udara, 
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 
manusia dan mahkluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara 
kelangsungan hidupnya”. 
                                                          
4 Aca Sugandhy dalam Muhammad Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Prenadamedia 
Group, Jakarta, 2014, hlm.1 
5 Muhammad Yunus Wahid, Op cit., hlm.1  
6 D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, Pranata Pembangunan, Bandung: Universitas 




Pertanyaan berkaitan pengertian “ruang” tersebut dalam rangka 
“penataan ruang” ialah sampai dimana batasan-batasan fisik secara nyata 
yang dapat dikategorikan sebagai ruang dan menjadi obyek penataan ruang 
dan hukum tata ruang ?. Dalam UUPR dan dan Peraturan Pemerintah No.26 
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), tidak 
ditemukan ketentuan atau penjelasan mengenai penetapan batas-batas 
tersebut. Maka dari itu unutk mewujudkan wilayah nasional yang aman, 
nyaman, produktif dan berkelanjutan, penataan ruang menuntut kejelasan 
pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, 
keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antarpusat dan 
daerah, antarsektor dan antarpemangku kepentingan.7 
  Penegasan batasan fisik ini (yang tidak terakomodasi secara tegas 
dalam PPTR/2008) dipandang sangat penting dalam penyelenggaraan 
penataan ruang, oleh karena itu berimplikasi dengan berbagai kegiatan 
sektoral, baik mengenai pengaturan maupun penyelenggaraannya sehingga 
harus jelas sampai dimana batas keberlakuan tata ruang dan hukum tata 
ruang. Batas kedalaman misalnya akan berimplikasi pada kegiatan dan 
pengaturan sektor pertambangan, sedangkan batas ketinggian berimplikasi 
langsung dengan kegiatan hukum kedirgantaraan, penerbangan dan 
sejenisnya. Adapun batas luar dengan sendirinya berimplikasi pada kegiatan 
                                                          
7 Muhammad Yunus Wahid, Op.cit, hlm.3 
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hukum pelayanan, laut, dan internasional. Oleh karena itu batasan mengenai 
ruang lingkup penataan ruang ini sebaiknya selalu dipertahankan dengan 
pengertian disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi yang dihadapi 
pada masa yang bersangkutan.8 
Tata Ruang, dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan 
susunan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta 
persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, 
serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut 
sedangkan tata ruang dan penekanan pada “ruang” adalah wadah dalam tiga 
dimensi (trimatra) : tinggi, lebar dan kedalaman menyangkut bumi, air 
(sungai, danau dan lautan) serta kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya, dan udara di atasnya secara terpadu, sehingga peruntukan, 
pemanfaatan, dan pengelolaannya mencapai taraf yang optimal bagi 
kesejahteraan masyarakat Indonesia.9  
Dalam hubungan tersebut,  Pasal 1 butir 2 UUPR menegaskan bahwa 
ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Adapun yang dimaksud 
dengan struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem 
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 
sosial ekonomi masyarakat secara hierarki memilih hubungan fungsional 
                                                          
8 Muhammad Yunus Wahid, Op.cit., hlm.4 
9 Muhammad Yunus Wahid, Op.cit., hlm.6 
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(Pasal 1 butir 3 UUPR). Selanjutnya ditegaskan bahwa pola ruang adalah 
distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan 
ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya 
(Pasal 1 butir 4 UUPR). Penegasan ini menunjukkan bahwa tata ruang 
sebagai wujud penataan ruang merupakan sarana (instrumen hukum ) untuk 
menjamin dan mengharmoniskan berbagai kepentingan yang terkait dalam 
pemanfaat ruang. Dalam UUPR, Pasal 1 butir 5 dikemukakan ; 
“Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”. 
Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna 
bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 
sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan RTRW (Rencana Tata Ruang 
Wilayah) Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota harus dipahami 
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahakan.10  
Mengenai perencanan, Secara teoritis terdapat empat hal pokok 
didalamnya, yaitu untuk mencapai tujuan yang lebih baik, memanfaatkan 
sumber daya secara optimal, memerhatikan keterbatasan (limitations) dan 
mengupayakan efisiensi dan efektivitas.11 Berdasarkan dari UUPR, 
perencanaan tata ruang dalam UUPR bertujuan untuk menghasilkan 
                                                          
10 Muhammad Yunus Wahid, Op.Cit., hlm.7 




Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Rinci Tata Ruang 
(RRTR). RRTR merupakan penjaraban dari RUTR. RUTR disusun 
berdasarkan atas wilayah administratif dengan muatan substansi rencana 
struktur ruang dan rencana pola ruang sedangkan RRTR, disusun 
berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan 
dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan 
subblok peruntukan.  
RRTR ini merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang dan 
sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan 
ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan 
ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan 
yang penetapan zonanya dalam RRTR. RRTR wilayah Kabupaten/kota dan 
peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu 
dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang 
dapat dilakukan sesuai dengan RUTR dan RRTR.  
Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui 
perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta 
pengenaan sanksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 UUPR bahwa 
pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan 
zonasi, perizinan, pemberian intensif, disintensif dan pengenaan sanksi. 
Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban 
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pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan 
sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan 
diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang 
tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, 
dan/atau sanksi pidana denda. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penataan ruang sebagai 
suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara 
yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan 
ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang 
berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan 
lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan 
ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. 
Sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan seperti 
yang dikatakan oleh Herman Hermit12, maka arah dan kerangka pemikiran 
serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan 
perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, 
                                                          




wajib dijiwai oleh asas keadilan. Membahas mengenai asas hukum penataan 
ruang maka berdasarkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan 
asas ; 
1. Keterpaduan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, 
lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku 
kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat. 
2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur 
ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan 
lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar 
daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. 
3. Keberlanjutan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi 
mendatang. 
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber 
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daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata 
ruang yang berkualitas. 
5. Keterbukaan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. 
6. Kebersamaan dan kemitraan, bahwa penataan ruang diselenggarakan 
dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 
7. Perlindungan kepentingan umum, bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 
8. Kepastian hukum dan keadilan, bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta 
melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan 
jaminan kepastian hukum. 
9. Akuntabilitas, bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat 
dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun 
hasilnya. 
Adapun tujuan dari penataan ruang, ditegaskan dalam Pasal 3 UUPR 
yang menyatakan bahwa ;  
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“Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang 
wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan 
berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan Nasional dengan :  
a) terwujudnya keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan 
buatan; 
b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam 
dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya 
manusia; dan  
c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.” 
Jadi menurut Muhammad Yunus Wahid, berdasarkan rumusan Pasal 3 
UUPR tersebut tujuan utama penataan ruang pada pokoknya ada empat 
yaitu13 ;  
1. Mewujudkan wilayah nasional yang aman, maksudnya situasi 
masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan 
terlindungi dari berbagai ancaman. 
2. Mewujudkan wilayah nasional yang nyaman, yakni suatu keadaan 
masyarakat dapat mengartikulasikan (diartikan sebagai berperan 
                                                          
13 Muhammad Yunus Wahid, Op cit., hlm.22 
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mewujudkan atau mengaktualisasikan) nilai sosial budaya dan 
fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai. 
3. Mewujudkan wilayah nasional yang produktif, maksudnya proses 
produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu 
memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, 
sekaligus meningkatkan daya saing. 
4. Mewujudkan wilayah nasional yang berkelanjutan, maksudnya adalah 
kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat 
ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi 
ekonomi kawasan setelah habisnya SDA (Sumber Daya Alam) tak 
terbarukan, 
Tujuan ini dicapai dengan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan 
Nasional (Pasal 3 UUPR dan penjelasannya). 
  Berdasarkan pada Pasal 5 UUPR, penataan ruang di Indonesia 
diklasifikasikan menjadi 5 (lima) bagian, yaitu ;  
1. Berdasarkan sistem yang terdiri atas sistem wilayah dan sistem 
internal perkotaan. 
2. Berdasarkan fungsi utama kawasan yang terdiri atas kawasan lindung 
dan kawasan budi daya. 
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3. Berdasarkan wilayah administratif yang terdiri atas penataan ruang 
wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 
4. Berdasarkan kegiatan kawasan yang terdiri atas penataan ruang 
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. 
 Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota harus dilakukan secara berjenjang 
dan komplementer. Komplementer yang dimaksud disini adalah bahwa 
penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, 
bersinergi, dan dalam penyelenggaraannya tidak terjadi tumpah tindih 
kewenangan. 
Gambaran singkat tentang pengertian dasar tata ruang telah diuraikan 
diatas. Mengenai Hukum Tata Ruang (HTR) yang dimana terdapat dua unsur 
kata didalamnya yakni “Hukum” dan “Tata Ruang”, yang berarti dalam hal ini 
pembahasan mengenai tata ruang sebagai wujud penataan ruang dikaji 
melalui perspektif hukum. 
Mengingat bahwa perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi 
canggih serta penemuan-penemuan abad modern telah menghancurkan 
jaringan ruang atau kota. Selain daripada itu, fenomena dalam perencanaan 
tata ruang dan atau penataan kota di Indonesia sangat semrawut, seporadis, 
kumuh, dihinggapi oleh kemacetan dan keusangan, spekulasi dan 
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keburukan. Fenomona tersebut menunjukkan bahwa manajemen tata ruang 
termasuk didalamnya perencanaan dan penataan ruang belum mampu 
menjawab tantangan perkembangan jaman14. Maka dari itu pembangunan 
nasional yang mempunyai aspek pengembangan tata ruang sebagai salah 
satu pendekatan perlu memasukkan disiplin ilmu tata ruang ke dalamnya15. 
Pada dasarnya dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia 
maka salah satu teori hukum yang banyak digunakan oleh pakar dan 
masyarakat adalah mengenai “Teori Hukum Pembangunan” dari Mochtar 
Kusumaatmaja. pembangunan nasional merupakan salah satu aspek yang 
tidak terlepas dari penyelenggaraan penataan ruang. Untuk lebih detailnya 
maka Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa Hukum merupakan suatu 
alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya 
sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat 
memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian 
diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang 
membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara,  
dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang 
membangun yang dalam difinisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah 
cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga 
harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang 
                                                          
14 Budi Supriyatno, Manajemen Tata Ruang, Penerbit CV.Media Berlin, Tanggerang, 2009, hlm.2-3 
15 Budi Supriyatno, Op.Cit, hlm.20  
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kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban 
dalam arti statis,dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap 
bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam 
proses pembaharuan.16 
Mochtar Kusumaatmadja17, mengemukakan tujuan pokok hukum bila 
direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok 
bagi adanya masyarakat yang teratur. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban 
diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di 
masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat 
dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa 
adanya kepastian hukum dan ketertiban.18 
Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun 
tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar 
Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni 
sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”law as a tool of social 
engeneering” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran 
sebagai berikut :19 
                                                          
16 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), 
Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14 
17 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan 
Nasional, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3. 
18 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan ….., Ibid., hlm. 13. 
19 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit 
Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13. 
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“Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” 
didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau 
ketertiban dalam  pembangunan dan pembaharuan itu merupakan 
suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak perlu anggapan lain 
yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana 
pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan 
hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana 
pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah 
yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”. 
Disini berarti hukum harus mendorong proses modernisasi. Artinya bahwa 
hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Apabila diuraikan secara lebih detail dan terperinci 
maka alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang 
menyatakan ;  
“Fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, 
juga  berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk 
membentuk masyarakat yang  dicapai sesuai dengan tujuan 
kehidupan bernegara”.20 
Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang 
lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah  
                                                          
20 Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Penerbit Alumni, 
Bandung, 1992, hlm. 13 
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masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan 
proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu 
dalam kenyataan.21 Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-
mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan 
hukum secara menyeluruh. 
Berdasarkan dari tulisan diatas dapat disimpulkan bahwa “Hukum” 
dalam konteks Pembangunan dan Penataan Ruang merupakan suatu alat 
dan atau sarana yang dijadikan sebagai pedoman penerbitan izin 
kepemilikan ruang, sebagai instrumen pengendalian dari pemanfaatan ruang, 
dengan metode perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian diharapkan 
munculnya hasil positif berupa keteraturan. Tujuannya adalah untuk 
menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Fungsi hukum HTR ini 
adalah :  
1. Perencanaan, fungsi hukum sebagai perencanaan ini ialah sebagai 
instrumen untuk “pembaharuan masyarakat” (“Law as an 
instrument of social engineering”) yang termuat dalam Peraturan 
Daerah (RTRW,RDTR) untuk wilayah tertentu dan Undang-Undang 
untuk keseluruhan wilayah suatu negara (proses untuk 
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi 
                                                          
21 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit 
Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11. 
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penyusunan dan penetapan rencana tata ruang supaya dapat 
direalisasikan dengan baik ). 
2. Pemanfaatan, fungsi hukum sebagai “pengendali kontrol” (Law as 
an instument of social control) untuk mengawasi didalam 
penggunaan ruang (upaya untuk mewujudkan ruang struktur ruang 
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaanya). 
3. Pengendalian, Fungsi hukum dalam pengendalian ialah untuk 
mewujudkan tertib tata ruang (untuk mengendalikan subyek hukum 
yang sedang dan yang akan menggunakan ruang itu, sehingga 
subyek hukum itu dapat terkontrol atau terkendali dalam 
penggunaan ruang).  
Jadi untuk lebih jelasnya, menurut Muhammad Yunus Wahid,22 
Penataan ruang dan tata ruang dimaksud menjadi objek kajian kajian HTR 
dengan segala implikasinya. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tata 
ruang atau lengkapnya rencana tata ruang wilayah merupakan salah satu 
instrumen dalam Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH), 
terutama dalam upaya mencegah timbulnya pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup. Atas dasar tersebut, dapat dipahami, bahwa HTR secara 
substansial merupakan salah satu bagian dari materi hukum lingkungan 
                                                          
22 Muhammad Yunus Wahid, Op cit., hlm.78-79. 
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dalam arti luas yang mengatur tentang prosedur, aspek-aspek yang harus 
diperhatikan, proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, dapat dirumuskan 
bahwa Hukum Tata Ruang adalah keseluruhan peraturan hukum yang 
mengatur tentang proses perencanaan, peruntukan, pemanfaatan, serta 
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. 
 
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional, mengartikan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN merupakan arahan kebijakan dan 
strategi pemanfaatan ruang wilayah. Wilayah nasional adalah seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, 
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.  
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dalam Undang-
Undang No.26 Tahun 2007 harus memperhatikan : 
a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; 
b. perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil 
pengkajian implikasi penataan ruang nasional; 




d. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan 
daerah; 
e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
f. rencana pembangunan jangka panjang nasional; 
g. rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan 
h. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang 
wilayah kabupaten/kota. 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat 23 : 
a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional; 
Tujuan penataan ruang wilayah nasional mencerminkan keterpaduan 
pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pemangku kepentingan. 
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional merupakan landasan 
bagi pembangunan nasional yang memanfaatkan ruang. Kebijakan dan 
strategi penataan ruang wilayah nasional dirumuskan dengan 
mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan dan 
informasi serta pembiayaan pembangunan. hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global serta 
mewujudkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.  
                                                          
23 DR. Budi Supriyanto, 2009, Manajemen Tata Ruang, CV Media Brilian, Tangerang, hlm.65 
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b. Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan 
nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah 
pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama; 
Sistem perkotaan nasional dibentuk dari kawasan perkotaan dengan 
skala pelayanan yang berhierarki yang meliputi pusat kegiatan skala 
nasional, pusat kegiatan skala wilayah, dan pusat kegiatan skala lokal. Pusat 
kegiatan tersebut didukung dan dilengkapi dengan  hierarki kegiatan dan 
kebutuhan pelayanan. Jaringan prasarana utama merupakan sistem primer 
yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kesatuan Negara 
Republik Indonesia selain untuk melayani kegiatan berskala nasional yang 
meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan telekomunikasi, dan 
sistem jaringan sember daya air. Yang termasuk dalam sistem jaringan 
primer yang direncanakan adalah jaringan transportasi untuk menyediakan 
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) bagi lalu lintas damai sesuai dengan 
ketentuan hukum internasional.  
c. Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung 
nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional; 
Pola ruang wilayah nasional merupakan gambaran pemanfaatan ruang 
wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun 
budi daya yang bersifat strategis nasional, yang ditinjau dari berbagai sudut 
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pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung 
pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kawasan lindung nasional, antara 
lain, adalah kawasan lindung yang secara ekologi merupakan satu ekosistem 
yang terletak lebih dari satu wilayah provinsi, kawasan lindung yang 
memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di 
wilayah provinsi lain, kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi 
warisan kebudayaan nasional, kawasan hulu daerah aliran sungai suatu 
bendungan atau waduk, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut 
peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan 
pemerintah. Kawasan ini tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan 
ruangnya dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang 
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, warisan budaya dan 
sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam. Kawasan budi 
daya yang memiliki nilai strategis nasional antara lain, kawasan 
pertambangan sumber daya alam, kawasan perkotaan metropolitan, dan 
kawasan-kawasan budi daya lain yang menurut peraturan perundang-
undangan perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan 
pemerintah. 
d. Penetapan kawasan strategis nasional; 
Kawasan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan 
sebagai kawasan khusus. 
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e. Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka 
menengah lima tahunan;  
f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi 
indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, 
arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 
Indikasi program utama merupakan petunjuk yang memuat usulan 
program utama, perkiraan pendanaan berserta suberdaya, instansi 
pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan 
ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama 
merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang 
yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta 
acuan sektor dalam penyusunan rencana strategis beserta besaran investasi. 
Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 
(duapuluh) tahun. 
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk: 
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; 
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; 




d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 
perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; 
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 
f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan 
g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 
Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua 
puluh) tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali 1 
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu 
yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara 
yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.  
 
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 15/PRT/M/2009 tenang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana tata ruang wilayah (RTRW) 
provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, 
yang merupakan penjabaran dari RTRWN dan yang berisi tujuan, kebijakan, 
strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah 
provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis 
provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan arahan 
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 
31 
 
Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 
penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada: 
a. rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 
b. pedoman bidang penataan ruang; dan 
c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. 
Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan24: 
a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian 
implikasi penataan ruang provinsi; 
b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
provinsi; 
c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan 
kabupaten/kota; 
d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 
e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan; 
g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan 
h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. 
Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:  
tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana 
struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam 
                                                          
24 DR. Budi Supriyanto, Op cit., hlm.69 
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wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah 
pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; 
a. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung 
dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi; 
b. penetapan kawasan strategis provinsi; 
c. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi 
program utama jangka menengah lima tahunan; dan 
d. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang 
berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan 
perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 
Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk: 
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; 
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam 
wilayah provinsi; 
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 
perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian 
antarsektor; 
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; 
f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan 
g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 
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Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi instansi 
pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan 
memanfaatkan ruang dalam menyusun program pembangunan yang 
berkaitan dengan pemanfaatan ruang didaerah yang bersangkutan. Selain 
itu, rencana tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi 
pengarahan pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan 
rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta rencana pembangunan 
jangka menengah provinsi merupakan kebijakan daerah yang saling 
mengacu.  
Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua 
puluh) tahun. Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 
tahun dengan visi yang lebih jauh kedepan yang merupakan matra spasial 
dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. Apabila jangka waktu 20 
(dua puluh) tahun rencana tata ruang berakhir, maka dalam penyusunan 
rencana tata ruang yang baru hak yang telah dimiliki orang yang jangka 
waktunya melebihijangka waktu rencana tata ruang tetap diakui. 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali 
dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan 
upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan 
pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan 
dinamikan internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.  
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Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi berisi 
rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut : 
a. Perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan 
strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi dan/atau terjadi dinamika internal provinsi yang 
memperngaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar 
atau  
b. Tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan 
kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika 
internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang 
provinsi secara mendasar. 
 
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota  
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2009 tentang 
Pedaoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana 
tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang 
bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi 
penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah 
kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan 
strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan 
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 
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Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 
penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada25 : 
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang 
wilayah provinsi; 
b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan 
c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. 
Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan : 
a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian 
implikasi penataan ruang kabupaten. 
b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
kabupaten 
c. Keselerasan aspirasi pembangunan kabupaten. 
d. Daya dukungan dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung 
dan daya tampung wilayah kabupaten diatur berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang penyusunannya dikoordinasikan oleh 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang 
lingkungan hidup. 
e. Rencana jangka panjang daerah. 
f. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan. 
g. Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. 
Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat : 
                                                          
25 DR. Budi Supriyanto, Op cit., hlm.74 
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a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 
b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem 
perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan 
dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Struktur ruang 
wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah 
kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang 
dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain 
untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem 
jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem 
jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, 
termasuk seluruh daerah hulu bendunganatau waduk dari daerah 
atau sungai. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat 
rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP 
yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan. 
c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan 
lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten. Pola ruang 
wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan wilayah 
kabupaten, baik untuk pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, yang 
berfungsi lindung maupun budi daya yang ditetapkan dalam 
RTRWN dan RTRWP. Pola ruang wilayah kabupaten 
dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang 
wilayah yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP. Rencana pola 
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ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang 
ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP. 
d. Penetapan kawasan strategis kabupaten; 
e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi 
program utama jangka menengah lima tahunan; dan 
f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten 
yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, 
ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 
Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: 
a. Penyusunan encana pembangunan jangka panjang daerah; 
b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; 
c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di 
wilayah kabupaten; 
d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 
antarsektor; 
e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 
f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten. 
Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua 
puluh) tahun sedangkan Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau 
kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis 
tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan 
dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial 
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negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan 
dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau 
kembali lebih dari 1  (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.  
Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dalam Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota, yang dimaksudkan dengan Rencana tata ruang wilayah 
(RTRW) kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah 
kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi 
tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur 
ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan 
strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan 
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Ketentuan perencanaan tata 
ruang wilayah kabupaten berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata 
ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) 
UUPR ditambahkan: 
a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; 
b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan 
c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan 




Pemberlakuan secara mutatis-mutandis yang dimaksudkan bahwa ketentuan 
mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam 
perencanaan tata ruang wilayah kota.26 
 
B. Kota dan Kawasan Perkotaan 
1. Pengertian Kota  
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kota diartikan sebagai daerah 
permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan 
tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat.27 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No.2 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Kota mengartikan 
Kota sebagai pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai 
batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta 
pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan 
sementara Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang 
berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional 
sebagai simpul jasa.  
Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan 
terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan 
Timur Indonesia, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan 
                                                          
26 DR. Budi Supriyanto, Op cit., hlm.78 
27Diakses melalui : http://kbbi.web.id/kota, pada 9 Februari, pukul 19.47 
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jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa 
angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat 
pelayanan pendidikan dan kesehatan.  Secara geografis, Kota Makassar 
memiliki luas 175,77 Km2 dan berada pada ketinggian antara 0-25 m dari 
permukaan laut. Kota Metropolitan atau pusat kota Makassar terletak di 
pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat 119°18'27,97" 
119°32'31,03" Bujur Timur dan 5°00'30,18" - 5°14'6,49" Lintang Selatan 
dengan luas wilayah 175.77 km2 dengan batas-batas berikut : 
a. Batas Utara : Kabupaten Pangkajene Kepulauan 
b. Batas Selatan : Kabupaten Gowa 
c. Batas Timur : Kabupaten Maros 
Secara administrasi,  Kota Makassar terdiri dari 14 Kecamatan, 143 
Keluruhan, 805 ORW, dan 4.445 ORT. Penduduk Kota Makassar tahun 2010 
tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 
677.995 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 
2009 tercatat sebanyak 1.272.349 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis 
kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk Kota 
Makassar yaitu sekitar 97,55%, yang berarti setiap 100 penduduk wanita 
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terdapat 98 penduduk laki-laki. Dengan penduduk sebanyak 1.272.349, jiwa 
sehingga kota ini sudah menjadi kota Metropolitan.28 
2. Kawasan Perkotaan 
Berdasarkan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 
budi daya sedangkan kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
Kawasan perkotaan menurut besarannya, dapat berbentuk kawasan 
perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, 
kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan 
metropolitan dan kawasan megapolitan, khususnya kawasan metropolitan 
yang berupa kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di 
sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan 
dengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, merupakan pedoman 
untuk keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam 
kawasan, dan merupakan alat untuk mengoordinasikan pelaksanaan 
pembangunan lintas wilayah administratif yang bersangkutan. 
                                                          
28 Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Tahun 2014 
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 Dalam ketentuan umum UUPR , menurut besarannya Kawasan  
perkotaan terdiri dari : 
a. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas 
sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan 
perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling 
memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem 
jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah 
penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu 
juta) jiwa. 
b. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) 
atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional 
dan membentuk sebuah sistem. 
Kriteria mengenai kawasan perkotaan menurut besarannya sebagaimana 
dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah. 
C. Kewenangan Pemerintah Kota. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah-
daerah, dimana setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota 
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 
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mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan.29  
Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan yang mandiri yang 
memiliki wewenang atributif, terlebih lagi sebagai subjek hukum (publick 
rechtpersoon publick legal entity) berwenang membuat peraturan-peraturan 
untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ini ada 
pada pemerintah daerah (pejabat administrasi daerah) dan DPRD sebagai 
pemegang fungsi legislasi di daerah30. Pada hakikatnya Otonomi Daerah 
diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang 
diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan 
pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan 
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan 
dibantu oleh perangkat daerah.  
Membahas tentang kewenangan, pengertian kewenangan menurut 
kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat 
keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. 
Menurut bagir manaan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 
kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat 
atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan 
                                                          
29 Deddy Supriadi, 2001, “Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, Jakarta : PT. Gramedia 
Pustaka Utama, hlm.12 
30 Bagir Manan, 2000, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FHUI, Jakarta, hlm.70 
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kewajiban (rechten plichten).31 Sementara ketika menyinggung tentang 
sumber-sumber kewenangan, maka secara umum terdapat 3 ( tiga ) sumber 
kewenangan yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi (Attributie), adalah 
pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada 
organ pemerintahan. Delegasi (Delegatie), adalah pelimpahan wewenang 
pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan 
lainnya. Mandat (Mandaat), terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya.32  
 Selama ini kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan di daerah didasarkan pada tiga asas yaitu, asas desentralisasi, 
dekosentrasi dan tugas pembantuan.  
1. Asas Desentralisasi menurut Joeniarto33, memberikan wewenang dari 
pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan 
mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 
2. Asas Dekosentrasi menurut Amrah Muslmin34, dekosentrasi ialah 
pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-
alat pemerintah pusat yang ada di daerah.  
                                                          
31 Bagir Manan,Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah 
pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm.1-2 
32 HR Ridwan, 2008, Hukum Admnisitrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.104-105 
33 Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal (Jakarta : Bina Aksara, 1992). 
34 Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah (Badnung: Alumni, 1986), hlm.4 
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3. Asas Tugas Pembantuan menurut Amrah Muslimin, kita dapati juga 
istilah yang bergandengan dengannya, yaitu “medebewind ”, yang 
mengandung arti kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri 
aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang 
lebih tinggi tingkatnya. Kewenangan atas biaya dan tanggung jawab 
terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan.35  
Kewenangan pemerintah daerah sebagai penyelenggara 
pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan kewenangan yang 
diserahkan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota. Mafud MD salah satu pakar hukum tata negara menyatakan 
bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah 
mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan 
pembiayaan dalam rangka demokrasi.36  
Menyinggung masalah kewenangan pemerintah daerah maka dasar 
hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah aturan pelaksanaannya 
diamanatkan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Wewenang suatu Daerah dalam menyelenggarakan 
urusan penerintahan dalam Pasal 17, berhak menetapkan kebijakan Daerah 
                                                          
35 Amrah Muslimin, op.cit.,hlm.8 
36 Karim Abdul Gaffar, 2003, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di 
Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.93 
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untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. Dalam penetapan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.  
Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota 
terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. 
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.37  
Kepala daerah sebagi pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah mempunyai tugas, yakni: 
a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 
b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 
c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan Rancangan 
Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD untuk dibahas 
bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; 
                                                          




d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 
untuk dibahas bersama; 
e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan; 
f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan 
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya berwenang :     
h. mengajukan rancangan Perda; 
i. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama 
DPRD; 
j. menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan keputusan 
kepala daerah; 
k. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang 
sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; 
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l. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
Berdasarkan dari Undang-undang ini, Mengenai Pemerintah Kota 
(Pemkot) yang dipimpin oleh Walikota sebagai kepala daerah, Urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kota adalah Urusan 
pemerintahan konkuren yang terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, 
dan Daerah kabupaten/kota.  
Urusan Pemerintahan Wajib urusan yang berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, 
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban 
umum, dan pelindungan masyarakat, dan sosial.  
Sementara Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar tenaga kerja meliputi pemberdayaan perempuan dan 
pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi 
dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, 
kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan 
dan kearsipan.  Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud 
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meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan 
sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.  
Walikota dalam memimpin penyelengaraan urusan pemerintahan 
daerah wilayah kota dibantu oleh perangkat daerah berdasarkan tugas 
pembantuan. Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 
23 adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
Perangkat Daerah dalam terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Pembentukan dan susunan 
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Kedudukan, 
susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat 
Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 
1. Kewenangan Pemerintah Kota dalam Penataan Ruang 
Baik negara maju maupun negara berkembang dikembangkan bentuk-
bentuk pemerintahan kota yang mencakup wilayah yang luas. Dalam sistem 
yang mencakup wilayah yang luas ini, layanan kota mencakup wilayah yang 
terdiri atas wilayah kota inti, wilayah tepi kota, dan bahkan daerah-daerah 
desa di sekitar kota bersangkutan. Sistem administrasi dan politik yang 
mencakup wilayah luas ini meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut:38  
                                                          
38 United Nation, Administrative Aspects of Urbanization, New York : Public Administration Division, 
1970, doc. No.ST/TAO/M/51 
50 
 
1. Sistem pemerintah setempat yang menyeluruh : satu atau lebih 
sistem pemerintahan setempat bertanggung jawab dalam 
memberikan layanan kota pada seluruh wilayah kota. Ini dapat 
dilakukan oleh satu pemerintah setempat, seperti di Zagreb, 
Yugoslavia atau sistem pemerintah lokal yang bertingkat seperti di 
Toronto. 
2. Sistem kewenangan wilayah jamak : pemerintah pusat kota terdiri 
atas pemerintah pusat dan pemerintah setempat. Wewenang 
koordinasi berada dalam tangan pejabat pusat, seperti gubernur 
atau walikota. Contoh untuk ini, wilayah kota Paris dan Metropolitan 
Manila. 
3. Sistem administrasi lapangan : administrasi wilayah kota dijalankan 
oleh kantor wilayah kota yang mewakili pemerintah pusat. Contoh 
untuk ini, kota Bangkok dan daerah ibu kota Taheran. 
Sistem wilayah kewenangan luas ini memupuk ketegangan yang sehat 
antara efisien administrasi di satu pihak dan peran serta masyarakat di pihak 
lain.  
Berbeda dengan Indonesia dalam penyelengaraan penataan ruang 
dengan adanya otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki 
kewenangan yang lebih jelas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 
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Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang antara lain 
meliputi  : 
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis 
kabupaten/kota; 
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; 
dan 
d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota. 
Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud meliputi: 
a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota; 
b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan 
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud, 
pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang 
penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan 
wewenang sebagaimana dimaksud, pemerintah daerah kabupaten/kota: 
a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum 
dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan 
ruang wilayah kabupaten/kota; dan 
b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. 
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 Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi 
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah 
provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah provinsi mengambil 
langkah penyelesaian dalam bentuk pemenuhan standar pelayanan minimal 
apabila setelah melakukan pembinaan, pemerintah daerah kabupaten/kota 
belum juga dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelengaraan penataan 
ruang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
bidang otonomi daerah. 
2. Kewenangan Pemerintah Kota dalam Penataan Gudang 
Secara etimologi, gudang adalah rumah atau bangsal tempat 
menyimpan barang-barang.39 Sementara pada Pasal 1 huruf a Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan menyebutkan bahwa; 
“Gudang ialah suatu ruangan yang dapat ditutup dengan tujuan tidak 
dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat 
penyimpanan barang-barang perniagaan, dan memenuhi syarat-syarat 
lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan”. 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I No.90/M-DAG/PER/12/2014 
tentang Penataan dan Pembinaan Gudang pada pasal 1 ayat (1) bahwa;  
“Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau 
terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk 
                                                          
39 Diakses melalui : http://kbbi.web.id/gudang, 9 Februari, pukul 21.28 WITA 
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dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat 
diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri”. 
Barang yang dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam ayat (6) yakni : 
“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, 
baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun 
tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, 
digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”. 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gudang bukanlah 
sebuah tempat umum melainkan sebuah tempat penyimpanan barang 
perniagaan yang bersifat khusus yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah 
perusahaan dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan Perdagangan 
barang. 
Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014 
tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan pada Pasal 2, gudang 
diklasifikasikan berdasarkan dua hal, yakni gudang terbuka dan gudang 
tertutup. Adapun klasifikasi tersebut adalah : 
A. Gudang Tertutup (gudang yang merupakan bangunan tertutup yang 
menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin). 
a) Gudang tertutup golongan A, dengan kriteria ; 
1. Luas antara 100 m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 
m2 (seribu meter persegi); 
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2. Kapasitas penyimpanan antara 360m3 (tiga ribu enam ratus meter 
kubik) sampai dengan 9.000m3 (sembilan ribu meter kubik); 
b) Gudang tertutup golongan B, dengan kriteria ; 
1. Luas di atas 1.000 m2 persegi (seribu meter persegi) sampai dengan 
2.500 m2  (dua ribu lima ratus meter persegi); dan 
2. Kapasitas penyimpanan antara 3.600m3 (tiga ribu enam ratus meter 
kubik) sampai dengan 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik); 
c) Gudang tertutup golongan C, dengan kriteria ; 
1. Luas di atas 2.500m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) ; dan 
2. Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762m3 (tujuh ribu enam puluh 
dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton) 
d) Gudang Tertutup golongan D, dengan kriteria ; 
1. Gudang berbentuk silo atau tangki (tempat untuk menyimpan 
barang dalam bentuk cair,gas, curah, atau biji-bijian, yang 
konstruksinya terbuat dari baja, besi, alumunium, beton atau dari 
kayuyang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik 
barang yang disimpan) ; dan  
2. Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762m3 (tujuh ratus enam 
puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton). 
B. Gudang Terbuka (gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-
batas tertentu). Gudang terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1000m2 
(seribu meter persegi). 
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Kewenangan pemerintah kota Makassar yang berdasarkan pada 
Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni  
melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis 
kabupaten/kota, dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Makassar No.93 Tahun 
2005 tentang Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar ditentukan 
mengenai tugas pokok dan fungsi unit kerja sebagai berikut : 
1. Dinas Perhubungan Kota Makassar, melakukan penataan, pengaturan dan 
pengawasan lalu lintas kendaraan/jalur operasional truk 
kontainer/tronton/trailer yang beroperasi dalam kota Makassar, serta 
penindakan terhadap pelanggaran atas ketentuan jalur operasional 
kendaraan dimaksud ; 
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota 
Makassar, melakukan pembinaan, penataan dan pengawasan atas 
ketentuan izin usaha/kegiatan gudang atau ruang penyimpanan dalam 
kota Makassar ; 
3. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, melakukan penataan 
dan pengawasan atas pembangunan dan pemanfaatan bangunan dalam 
Kota Makassar ;  
4. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar, 
melakukan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan lingkungan atas 
kegiatan pergudangan/gudang dalam kota Makassar ;  
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5. Sastuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, melakukan pengawasan dan 
penindakan atas pelanggaran ini, dengan berkoordinasi unit kerja terkait ;  
6. Kantor Pelayanan Perizinan Kota Makassar, melakukan pendataan, 
inventarisasi dan verifikasi atas izin usaha/kegiatan pergudangan/gudang 
yang berada dalam wilayah Kota Makassar selanjutnya dilaporkan kepada 
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan Walikota 
Makassar. 
7. Camat dan Lurah pada jajaran Pemerintah Kota Makassar, melakukan 
pendataan dan invertarisasi atas kegiatan pergudangan/gudang yang 
berada dalam wilayah kerja camat dan lurah untuk selanjutnya dilaporkan 
kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan Walikota 
Makassar.   
Didalam Pasal 1 Peraturan Walikota ini, Agar kegiatan 
pergudangan/gudang barang perniagaan dalam kota Makassar tidak 
menimbulkan dampak yang merugikan terhadap lingkungan hidup maupun 
lalu lintas kendaraan dan prasarana kota, maka kegiatan 
pergudangan/gudang hanya dapat dilakukan pada : 
a. Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea; 
b. Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea; 
c. Kelurahan Pai Kecamtan Biringkaraya; 
d. Kelurahan Daya Kecamatan Biringkaraya; 
e. Kelurahan Untia Kecamatan Biringkaraya; 
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Selain daripada wilayah diteteresbut dilarang untuk melakukan 



















A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Ada beberapa tempat yang 
kemudian menjadi sasaran penelitian ini, yaitu  
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar  
2. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar 
3. Kantor Admnistrasi dan Perizinan Kota Makassar 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Berupa 
fakta-fakta empiris mengenai aktivitas pergudangan dalam kota di kota 
Makassar. 
2. Data Sekunder 
Berupa data yang diperoleh dari penelitian. Data ini berupa buku, artikel, 
majalah, peraturan perundang-undagan serta semua jenis yang erat 
kaitannya dengan  akan diteliti. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini 
adalah Teknik penelitian lapangan (field research). Teknik penelitian 
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lapangan adalah teknik penelitian dengan metode observasi langsung di 
lokasi penelitian dan wawancara. Sasaran utama dalam teknik ini adalah 
untuk melihat fakta-fakta empiris tentang persoalan aktivitas pergudangan 
dalam kota di kota Makassar. 
Cara yang digunakan dalam teknik penelitian lapangan adalah 
pengumpulan data tentang gudang yang masih terdapat didalam kota 
Makassar dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan 
ini. 
D. Populasi dan Sampel  
1. Populasi  
Populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik 
tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 
Dinas Tata Ruang kota Makassar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kota Makassar dan Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Makassar. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki cirri-ciri 
utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. 
Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini guna 
mendapatkan data maka digunakan teknik penentuan sampel purposive 
sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan berbagai pertimbangan, alas 
an, dan tujuan penelitian. Dalam hal ini, sampel yang digunakan adalah ; 
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1. Data-data dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar ; 
2. Data-data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar ;  
3. Data-data dari Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota 
Makassar. 
E. Teknik Analisis Data 
Model analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
penelitian kualitatif. Berupa model penelitian yang menganalisis dengan 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar No.93 Tahun 2005 
tentang Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar. 
Indonesia sebagai Negara hukum telah menetapkan Undang-Undang 
Dasar 1945 sebagai supremasi hukum tertinggi yang dimana didalamnya 
dijabarkan prinsip-prinsip dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. 
Berhubungan dengan penataan ruang maka yang menjadi konsep dasar 
penataan ruang tercantum pada alinea ke-4 (empat) undang-Undang Dasar 
1945 dan salah satunya adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Agar 
dapat mewujudkan tujuan Negara tersebut, khususnya untuk meningkatkan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka salah satu 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara melaksanakan 
pembangunan dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah.  
Upaya perencanaan pelaksanaan tata ruang yang bijaksana adalah kunci 
dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam 
konteks penguasaan Negara atas dasar sumber daya alam, melekat di dalam 
kewajiban Negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan 
lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang 
dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa 
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pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Untuk lebih 
mengoptimlakan konsep penataan ruang maka dibentuklah Undang-Undang 
No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berarti hal ini juga sejalan 
dengan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar 
Kusumaatmadja bahwa “hukum haruslah menjadi pendorong proses 
modernisasi suatu Negara”. 
Dalam rangka melakukan penataan ruang di daerah, maka 
Pemerintah daerah Kota Makassar berdasarkan prinsip otonomi daerah 
mempunyai kewenangan untuk membentuk dan menetapkan suatu peraturan 
Daerah tentang Rencana tata Ruang Wilayah. Dalam hal ini  yang digunakan 
saat ini adalah Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2015 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 – 2034. Isi muatan 
Peraturan Daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang 
No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor : 17/PRT/M/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. 
Pembentukan Perda tersebut tentunya didasari oleh upaya Pemerintah 
Daerah Kota Makassar demi mewujudkan tujuan dari Penataan Ruang yaitu 
untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif 
dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional 
serta berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah 
dan kesenambungan pemanfaatan ruang kota Makassar.  
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Menyangkut masalah gudang yang berada pada kawasan perkotaan 
kota Makassar penulis berpendapat tidak sesuai dengan kawasan 
peruntukannya maka salah satu aturan yang dijadikan payung hukum oleh 
pemerintah saat ini adalah Peraturan Walikota Makassar No.93 Tahun 2005 
tentang Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar yang ditetapkan 
pada tanggal 18-11-2005 oleh H. Ilham Arief Sirajuddin selaku Walikota 
Makassar pada masa pemerintahan saat itu. Tujuan dibentuknya peraturan 
tersebut agar kegiatan pergudangan/gudang barang perniagaan dalam kota 
Makassar tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap lingkungan 
hidup maupun lalu lintas kendaraan dan prasarana kota.  
 Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Penataan Ruang 
ditegaskan bahwa “Penataan Ruang adalah suatu sistem proses 
perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian 
Pemanfaatan Ruang, maka dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang inilah 
Pemerintah Pusat dan Daerah dengan wewenangnya melakukan 
pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penataan 
Ruang wilayah kota. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan 
pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, 
serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai 
upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang 
harus dilakukan secara efektif sejalan dengan rencana tata ruang.  
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 Sejalan dengan hal tersebut maka pada Pasal 2 Walikota Makassar 
No.93 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota 
Makassar, tugas dan fungsi berdasarkan wewenangnya dalam hal ini Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, serta 
Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Makassar yaitu ;  
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Makassar, melakukan 
pembinaan, penataan dan pengawasan atas ketentuan izin 
usaha/kegiatan gudang atau ruang penyimpanan barang dalam kota 
Makassar. 
2. Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Makassar, melakukan 
penataan dan pengawasan atas pembangunan dan pemanfaatan 
bangunan dalam kota Makassar. 
3. Kantor Pelayanan Perizinan kota Makassar, melakukan pendataan, 
invertarisasi dan verifikasi atas izin usaha/kegiatan 
pergudangan/gudang yang berada dalam kawasan perkotaan kota 
Makassar yang selanjutnya dilaporkan kepada Satuan Polisi Pamong 
Praja kota Makassar dan Walikota Makassar. 
Penulis telah melakukan penelitian lapangan mengenai gudang-
gudang yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dalam hal ini pelaksanaan Peraturan Walikota No.93 Tahun 2005 
yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Dinas yang terkait serta 
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menguraikan beberapa data mengenai jumlah gudang yang telah secara 
resmi terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Makassar. 
Adapun data tersebut sebagai berikut ; 
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Membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar No.93 
Tahun 2005 dalam rangka Penataan Ruang di kota Makassar, perizinan 
Pemanfaatan Ruang merupakan suatu unsur terpenting disamping 
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pembinaan, pengaturan dan pengawasan untuk melakukan pengendalian 
pemanfaatan ruang agar tidak terjadinya kesalahan dalam penataan ruang.  
Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Penataan dan Pembinaan 
Pergudangan bahwa “Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki 
gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG)”, Izin ini merupakan salah 
satu upaya pengendalian Pemerintah Daerah atas Penyelenggaraan 
Pergudangan. Pembuatan izin TDG merupakan tugas dan fungsi dari 
kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang 
kemudian di verifikasi dan diterbitkan oleh Badan Perizinan dan Penanaman 
Modal Kota Makassar. Membahas mengenai perizinan, jenis izin lainnya 
yang menyangkut dengan pembangunan bangunan berupa gudang adalah 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Secara administratif, kedua izin tersebut 
harus dipenuhi oleh pemohon selaku pemilik perusahaan sebelum 
membangun gudang tempat penhyimpanan barang perniagaan milik 
perusahaan tersebut.  
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai mekanisme pembuatan izin 
tersebut maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Muhammad 
Alam selaku Kepala Bagian Pendataan di Badan Perizinan dan Penanaman 
Modal Kota Makassar. Perihal penerbitan izin, beliau mengatakan bahwa 
sebelum izin diterbitkan di kantor Badan Perizinan, harus dilakukan yang 
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namanya kajian teknis. Karena penelitian ini berkaitan dengan pembangunan 
gudang dan aktivitas pergudangan maka semua pemohon yang akan 
membangun gudang harus mendapat persetujuan dari Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hal-hal yang harus 
dilakukan oleh pihak yang bersangkutan adalah ; 40 
1. Melakukan penyeleksian berkas pemohon.  
2. Menstabilisasikan monument gambar yang ada.Monumen gambar yang 
dimaksudkan disini adalah dasar-dasar gambar bangunan (gudang) yang 
akan dibangun.  
3. Harus mendapatkan persetujuan rekomendasi dari lurah setempat dan 
camat setempat sebagai bahan pertanggungjawaban status kepemilikan 
tanag oleh pemohon bahwa bangunan tersebut tidak bermasalah. 
4. Setelah itu dilakukan maka akan dilakukan peninjauan lapangan, dimana 
letak rencana pembangunan gudang yang akan dibangun. 
5. Setelah itu, dilakukanlah lah kajian-kajian teknis yang berupa lokasi untuk 
mengetahui apakah gudang tersebut telah sesuai dengan kawasan 
pergudangan, gambar yang telah dibuat pemohon tidak melanggar yang 
namanya rolling, dan gambar ini telah memenuhi kualitas dan kuantitasya 
ng memenuhi standar. 
                                                          
40 Muhammad Alam, wawancara di kantor Badan Prizinan dan Penanman Modal Kota 
Makassar pada tanggal 18 April 2016, Pukul 09.35 WITA. 
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6. Bisa tidaknya gudang tersebut dibangun adalah hasil dari rekomendasi 
yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan kepada kami. 
Penulis juga melakukan wawancara kepada ibu Irma Selaku Kepala 
Bagian Penelitian dan Pengembangan pada Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan Kota Makassar untuk mengetahui bentuk pengawasan yang 
dilakukan, beliau mengatakan kami melakukan pengawasan bangunan pada 
tahap pelaksanaan untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang 
menjadi lingkup tugas dinas serta melakukan peninjauan pada bangunan 
tersebut untuk mengetahui apakah bangunan tersebut telah sesuai dengan 
izin dan kawasan peruntukannya atau tidak41.  
Selanjutnya dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan terkait permasalahan tata letak gudang yang 
berada pada  kawasan perkotaan, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 
penulis dengan responden Bapak Masambas selaku seksi Pendataan dan  
Pengawasan mengatakan bahwa pengawasan yang kami lakukan itu secara 
rutin selama hari kerja dengan berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya 
(Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Tata Ruang dan bangunan) terhadap 
tempat yang disinyalir terdapat aktivitas pergudangan pada kawasan 
perkotaan.42  
                                                          
41 Irma, wawancara di kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar pada tanggal 
18 Aprl 2016, Pukul 08.10 WITA. 
42 Masambas, wawancara di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Makassar 
pada tanggal 8 April 2016, Pukul 08.30 WITA. 
84 
 
Dari hasil patroli yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, lanjut Bapak Masambas mengatakan bahwa sampai saat ini 
masih sering ditemukan aktivitas bongkar muat barang dengan jumlah skala 
barang yang besar yang dilakukan pada kawasan perkotaan kota Makassar 
sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut akan hal tersebut yang 
bertujuan untuk mengetahui apakah aktivitas bongkar muat barang yang 
dilakukan hanya merupakan proses pemindahan barang dari gudang ke toko 
untuk kemudian diperdagankan atau sebagi bentuk penyimpanan  barang. 
Faktanya sebagian besar usaha dagang yang melakukan aktivitas bongkar 
muat barang bertujuan sebagai bentuk penyimpanan barang pada toko atau 
tempat usaha yang melakukan aktivitas tersebut.  
Adapun penjelasan dari Bapak Masambas mengenai hal tersebut bahwa 
jumlah dan ukuran barang yang mereka muat itu sudah merupakan kategori 
barang yang berskala besar dan harus digudangkan di kawasan 
pergudangan, selain itu kami juga menemukan bahwa tempat tersebut 
dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang dagang milik perusahaan 
tersebut sehingga kami menyatakan bahwa aktivitas tersebut merupakan 
aktivitas pergudangan dan tempat tersebut sudah merupakan gudang karena 
dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang.43   




Berdasarkan dari penjelasan di atas, pihak Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan banyak mendapati Ruko (Rumah Toko) yang beralih fungsi 
menjadi gudang. Lanjut Bapak Masambas juga menjelaskan kondisi gudang 
yang merupakan alih fungsi dari ruko menjadi gudang  sebenarnya gudang 
dalam kawasan perkotaan tidak lagi berbentuk gudang pada dasarnya akan 
tetapi para pelaku usaha menggunakan ruko atau tempat usaha mereka yang 
sekaligus berfungsi sebagai gudang. Biasanya yang kita dapati di lantai 1 
(satu) ruko mereka dijadikan sebagai tempat usaha sementara di lantai 2 
(dua) dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang.  
Alasan dari para pelaku usaha melakukan hal tersebut dikarenakan jika 
gudang mereka ditempatkan di kawasan pergudangan yakni kecamatan 
Tamalanrea dan Biringkaraya akan menempuh jarak yang jauh untuk 
melakukan proses pendistribusian barang dari gudang ke toko.44 Akan tetapi 
menurut penulis berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 
No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka dari itu tetap saja tempat 
usaha tersebut perlu ditindaki karena terjadi ketidaksesuaian agar aktivitas 
pergudangan tersebut tidak menganggu aktivtas masyarakat lainnya seperti 
terjadinya kemacetan lalu lintas dan ketidak nyanaman masyarakat setempat 
akan aktivitas bongkar muat barang yang merupakan bagian dari aktivitas 
pergudangan dari usaha tersebut.  




Penulis pun telah melakukan penelitian lapangan di kawasan perkotaan 
kota Makassar tepatnya pada Kecamatan Tallo, dari sebagian besar usaha 
yang melakukan aktivitas pergudangan yang ditemukan oleh pihak Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan yang paling dominan beroperasi adalah 
aktivitas pergudangan dari usaha ekspedisi dan jasa angkutan, adapun data 
tersebut sebagai berikut ; 
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Akan tetapi tidak seluruhnya aktivitas pergudangan serta tata letak gudang 
yang melanggar ditemukan pada satu  titik saja, pihak Dinas Perindustrian 
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dan Perdagangan juga menemukan beberapa aktivitas pergudangan serta 
letak gudang yang tersebar di beberapa titik kawasan perkotaan lainnya pada 
beberapa bulan terakhir (Februari-maret 2016), yakni sebagai berikut ; 
DATA 3 : AKTIFITAS PERGUDANGAN DAN LETAK GUDANG PADA 











































































































































































































































































Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya 
Peraturan Walikota Makassar No. 93 Tahun 2005 tentang Pengaturan 
Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar sampai tahun 2016 saat ini, 
kawasan perkotaan kota Makassar belum juga terbebas dari aktivitas 
pergudangan yang dikarenakan masih banyaknya gudang yang beroperasi 
pada kawasan perkotan. Menyikapi hal tersebut, penindakan yang dilakukan 
oleh Satuan Kerja Perangkat Dinas yang terkait terhadap gudang yang 
dianggap telah melanggar Peraturan Walikota Makassar No.93 tahun 2005 
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maka Badan Perizinan dan Penanaman Modal memiliki peran paling penting 
dalam hal ini karena memiliki wewenang untuk melakukan pencabutan serta 
pemusnahan izin yang dimiliki oleh pelaku. Untuk mengetahui penindakan 
Satuan Kerja Perangkat Dinas terkait, bapak Muhammad Alam selaku Kepala 
Bagian Pendataan dari Badan Perizinan mengatakan bahwa di dalam 
peralihan fungsi ruko menjadi gudang, pemohon harus mengajukan izin 
kembali sesuai dengan peruntukan yang diajukan oleh pemohon untuk 
merubah bentuk bangunan. Bilamana ada informasi dari Dinas Perindustrian 
ataupun Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar bahwa ada 
bangunan yang dianggap telah terbukti menyalahi aturan yang ada, baik itu 
berupa gudang ataupun bangunan lainnya maka Badan Perizinan akan 
mengadakan rapat koordinasi dengan menghadirkan Dinas tata Ruang dan 
Bangunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi 
Pamong Praja. Jika memang diperlukan penindakan maka akan dilakukan ; 45 
1. Teguran Tertulis; 
2. Jika Pelaku usaha tidak mengidahkan panggilan maka akan kita 
kirimkan SAP 1,2 hingga 3 ; 
3. Apabila pada panggilan ketiga pelaku usaha tetap tidak hadir maka 
akan dilakukan pemusnahan izin atau pencabutan izin ;  
                                                          
45 Muhammad Alam, Op.Cit. 
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4. Ekseskusi, jika gudang tersebut tidak menghentikan kegiatannya 
maka satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk 
melakukan pembongkaran terhadap gudang tersebut. 
Sehingga berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan diatas dan 
sejalan dengan Peraturan Walikota No. 93 Tahun 2005 tentang Pengaturan 
Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar, maka menurut penulis perlunya 
pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang tegas terhadap bangunan-
bangunan dan yang akan dibangun agar tidak terjadinya peralihan fungsi 
bangunan ruko menjadi gudang. 
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Walikota 
Makassar No.93 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan Gudang 
Dalam Kota Makassar.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari beberapa 
responden yang dilakukan dengan cara wawancara, telah  ditemukan faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan perwali tersebut. 
1. Faktor penghambat   
Beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan 
Walikota Makassar No.93 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan Gudang 
Dalam Kota Makassar yaitu mengenai perizinan. Menurut keterangan dari 
pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan bapak Masambas, sejak tahun 
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2007 pihak Disperindag tidak lagi mengeluarkan izin TDG kepada pemilik 
usaha yang hendak membangun gudang pada kawasan perkotaan serta 
mengeluarkan kebijakan perpanjangan izin berupa Tanda Daftar Gudang 
(TDG), adapun yang beraktivitas dalam kota diberi toleransi hingga 31 
Desember 2013. Sedangkan fakta yang ada dilapangan sampai saat ini 
masih ada beberapa usaha yang yang mengatongi surat izin tersebut, 
menyikapi hal ini Bapak Masambas selaku seksi Pendataan dan 
Pengawasan lanjut mengatakan ada beberapa pihak yang kita sebut saja 
oknum, yang membantu dalam proses pembuatan serta memperpanjang izin 
TDG, sehingga para pelaku usaha dapat memperoleh izin meskipun tidak 
sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada.   
Responden juga menambahkan bahwa bebrapa landasan yuridis pada 
Peraturan Walikota Makassar No.93 Tahun 2005 ini telah banyak direvisi 
karena tidak sesuai lagi dengan kondisi kota Makassar saat ini sehingga 
Walikota kota Makassar menuntut pihak Disperindag untuk segera 
merampungkan rancangan aturan perihal pengaturan gudang pada kawasan 
perkotaan kota Makassar dan hal ini juga dikarenakan di dalam perwali 
teersebut belum tercantum Undang-Undang N0.26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang untuk dijadikan sebagai landasan yuridis dalam 
penyelengaraan penataan ruang di kota Makassar. Selain daripada itu, 
kurang jelasnya mengenai pengenaan sanksi seperti besaran biaya denda 
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administratif atau disinsentif yang dicantumkan dalam Peraturan Walikota 
Makassar No.93 Tahun 2005  kepada pelaku usaha pemilik gudang yang 
berada pada kawasan perkotaan, membuat pemerintah yang berwenang 
kesulitan dalam hal menindaki para pelaku usaha sehingga menyebabkan 
para pelaku usaha masih melakukan aktivitas pergudangan sebelum 
dilakukannya relokasi terhadap gudang tersebut meskipun izin dari pemilik 
usaha tersebut telah dicabut dan dibatalkan demi hukum jika hendak 
membangun gudang usaha mereka pada kawasan perkotaan.  
Adanya peralihan fungsi dari ruko menjadi gudang merupakan suatu 
permasalahan yang sulit diatasi oleh Pemerintah Kota Makassar terutama 
bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam menangani 
masalah tersebut. Berdasarkan penjelasan ibu Irma selaku Kepala Bagian 
Penelitian dan Pengembangan pada Dinas Tata Ruang Bangunan, 
mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan yakni pada tahap pelaksanaan pembangunan serta melakukan 
peninjauan untuk melihat apakah bangunan tersebut telah sesuai dengan izin 
kawasan peruntukannya atau tidak.46 Akan tetapi fakta dilapangan 
menunjukkan bahwa sebagian besar gudang masih berada pada kawasan 
perkotaan. Menyikapi hal ini, beliau mengatakan dalam wawancara yang 
dilakukan oleh penulis kami tidak mengetahui kalau ada ruko yang beralih 
                                                          
46 Irma, Op. Cit. 
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fungsi menjadi gudang, hal ini juga dikarenakan kurangnya tim pengawas 
pada Dinas kami sehingga hal seperti itu dapat terjadi.  
Dari penjelasan yang diberikan oleh pihak Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan di atas tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pihak Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan yang telah dipaparkan pada bagian bab 
sebelumnya yang mengatakan bahwa dalam hal melakukan pengawasan 
terhadap aktivtitas pergudangan serta tata letak gudang yang berada pada 
kawasan perkotaan kota Makassar dilakukan secara berkoordinasi dengan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait sehingga pelaksaan perwali 
tersebut tidak terlaksana secara efektif.  
2. Faktor pendukung  
Lahirnya Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
merupakan salah satu faktor pendukung terhadap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah kota Makassar dalam melakukan pelaksanaan Peraturan Walikota 
Makassar No.93 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam 
Kota Makassar. Seperti yang telah dikatakan oleh pihak Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan kota Makassar bahwa salah satu faktor yang paling 
mendukung untuk terlaksananya perwali adalah  masyarakat yang turut 
berperan dalam melakukan pengawasan sebagai bentuk penyelenggaraan 
penataan ruang. Sebagaimana  di dalam Pasal 55 Undang-Undang No.26 
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Tahun 2007 bahwa pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dengan cara menyapaikan 
dan/atau melakukan pengaduan pada pemerintah dan Pemerintah Daerah.  
Selain daripada itu, didalam Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang 
No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa “Pemanfaatan ruang 
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan 
izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi 
pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda”. Lanjut  Penegasan tersebut 
telah memberikan kewenangan yang lebih tegas kepada SKPD yang 
berwenang dalam menindaki pelanggaran terhadap gudang yang berada 
pada kawasan perkotaan kota Makassar, baik yang memiliki izin maupun 











KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan: 
1. Pelaksanaan peraturan Walikota Makassar No.93 Tahun 2005 tentang 
Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar tersebut dijalankan 
dengan beberapa bagian pelaksanaan yaitu Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan kota Makassar, melakukan pembuatan, pembinaan, 
penataan dan pengawasan atas ketentuan izin yang berkaitan 
usaha/kegiatan gudang atau ruang penyimpanan barang dalam kota 
Makassar. Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Makassar, melakukan 
penataan dan pengawasan atas pembangunan dan pemanfaatan 
bangunan dalam kota Makassar. Kantor Pelayanan Perizinan kota 
Makassar, melakukan pendataan, invertarisasi dan verifikasi atas izin 
usaha/kegiatan pergudangan/gudang yang berada dalam kawasan 
perkotaan kota Makassar yang selanjutnya dilaporkan kepada Satuan 
Polisi Pamong Praja kota Makassar dan Walikota Makassar. Dengan 
berjalannya perwali tersebut lingkungan dalam kota Makassar tertata 
dengan baik sehingga tidak menghambat lalu lintas dalam lingkungan 
masyarakat maupun lalu lintas perindustrian. 
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2. Faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan Peraturan 
Walikota sejak diberlakukannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 
Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar 
sampai tahun 2016 saat ini, kawasan perkotaan kota Makassar masih 
belum terlepas dari aktivitas pergudangan yang berdampak negatif pada 
kehidupan masyarakat dan merusak estetika kota sehingga dapat 
dikatakan bahwa pelaksanaan dari Peraturan Walikota Makassar Nomor 
93 Tahun 2005 masih belum optimal, dikarenakan Koordinasi yang 
dilakukan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Makassar yang 
bertugas sesuai dengan fungsinya masih kurang baik sehingga 
memungkinkan terjadinya pelanggaran pembangunan gudang pada 
kawasan perkotaan, selain daripada itu lemahnya pengawasan dalam 
mengawasi aktifitas pergudangan di kawasan perkotaan kota Makassar 
serta adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam perihal 
pembentukan izin telah menjadi salah satu faktor penyumbang terjadinya 
pelanggaran gudang dalam kawasan perkotaan. Hadirnya peran serta 
masyarakat dalam melaksanakan pengawasan penataan ruang di kota 
makssar sebagaimana yang di urauikan di dalam Undang-Undang No.26 
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang cukup membantu pemerintah 
dalam melakukan pengawasan, karena dari beberapa gudang yang 
ditemukan melanggar merupakan hasil dari informasi yang diberikan 
masyarakat kepada pihak pemerintah. 
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B. Saran  
1. Lebih menggiatkan pengawasan aktifitas pergudangan di kota makassar 
dan memberikan penambahan personil untuk melakukan pengawasan 
terhadap tempat usaha yang melakukan aktifitas pergudangan serta 
mengoptimalkan peninjauan dan verifikasi terhadap izin yang telah 
dikeluarkan untuk menghindari terjadinya pembangunan bangunan yang 
tidak sesuai dengan kawasan peruntukan atau pemanfaatan ruang. 
2. Perlunya dilakukan revisi sesegera mungkin terhadap Peraturan Walikota 
Makassar No.93 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan Gudang 
Dalam Kota Makassar karena tidak satupun pasal yang menegaskan 
mengenai pengenaan sanksi berupa denda administratif atau disintensif 
yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang dalam menindaki pelaku 
usaha yang melanggar aturan tersebut.  
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